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ABSTRAK

Sejak PTUN beroperast (tabun 1991) banyak kendala vang ditemui terutama
menyangkut pelaksanaan putusan. gejala ini juga tegjadi di PTUN Padang. ada
beberapa putusan PTUN Padang yvang tidak dilaksanakan, hal im disebabkan oleh dua
hal vaitu; pertama adanya arogansi pejabat dan fedia, putusan memang tidak dapat
dilaksanakan secara sempurna karena perubahan keadaan. Permasalahan vang kedua
terschut tidak banvak diperhatikan dan minimnyva norma yang mengatur hal tersebul.
sehingga dalam penelitian ini penulis sengaja mengangkatl permasalahan: a) Mengapa
terjadi putusan yang tidak dapat dilaksanakan secara sempurna di PTUN Padang?
Kedua, Bagaimana penyelesaian putusan vang tidak dapat dilaksanakan secara
sempurna di PTUN Padang? Bentuk penelitian preskriftif analitis, dengan pendekatan
hukum normatif dan pendekatan hukum empiris. Alat pengumpulan data vaitu studi
dokumen dan wawancara. Lokasi penelitian di PTUN Padang. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa: a) Latar belakang terjadinya putusan yang tidak dapat
dilaksanakan secara sempurna di PTUN Padang dischabkan oleh adanya perubahan
Leadaan. karena selang wakiu antara keputusan vang digugat dengan putusan vang
berkekuatan hukum tetap memakan wakiu vang lama. sedangkan dalam kondisi
tersebut Tergugat tidak mematuhi penetapan penundaan. b) Upaya penyelesaian
putusan vang tidak dapat dilaksanakan secara sempurna di PTUN Padang belum
dilakukan secara maksimal. Ketua Pengadilan hanya menghimbau kepada Tergugat.
tidak membuat surat penetapan tentang kewajiban vang harus dilakukan oleh
Tergugat sebagai mana disyvaratkan dalam Pasal 117, vang pada akhirnya himbauan
tersebut diabaikan.
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengiringi upaya penciptaan pemerintah yang bersih dan berwibawa,
dilakukan pembentukan dan penguatan lembaga di lingkungan kekuasaan
yudikatil’ yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara. Lembaga ini semula hanya
dibentuk di wilayah provinsi tertentu'. Seiring upaya untuk mengintensifkan
peranannya dalam  melakukan penilaian terhadap keputusan pejabat
pemerintah atau pemerintah daerah, Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut
dibentuk hampir disetiap provinsi. Tujuannya adalah optimalisasi peranan
yang dapat dimainkan sehingga tuntutan/gugatan terhadap keputusan pejabat
pemerintahan yang tidak memuaskan atau merugikan publik dapat segera

dilakukan dengan cepat tepat dan murah.’
Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara’,

' Pertama kali Pengadilan Tata Usaha Megara dibenfuk melalui KEPPRES No. 52 Tahun 1990 di
lima kota besar vaitu; Jakarta, Medan, Palembang, Surabava dan Ujung Pandang, Menvusul
tahun berikutnya Tahun 1992 melalui KEPPRES No. 16 Tahun 1992 tentang Pembentukan
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Semarang dan Padang kemudian KEPRES No. 41
Tahun 1992 tentang pembenlukan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Pontianak dan
Banjarmasin. Scjalan dengan meningkatnya kebuluhan serta derni lercapainya avas peradilan
sederhana, cepat dan biaya ringan maka hampir disetiap propinsi dibentuk Pengadilan Tata
Usaha Negara, kecuali Banten, Bangka Belitung, Papaua Barat, Gorontalo dan propinsi-propinsi
vang baru pemekaran.

Murhasan Ismail, kata pengantar. dalam W. Riawan Tjandm, Peradilan Tara Usaha Negarg,
Mendorong Terwufudnya Pemerintakan yang Bersih dan Berwibawa, Yopyakarta, Penerbit
Universitas Atmajava Yogyakarta, 2009, hal, v,

Lifat Pasal 4 UL No. 3 Tahun 1986 jo LU Mo, 51 Tahun 2009 lentang Peradilan Tata Usaha
Wegara
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sekaligus salah satu badan yang bertugas untuk melakukan kontrol yuridis®
dan kontrol ekstern® terhadap Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di dalam
melakukan pelayanannya kepada masyarakat.

Selama 19 tahun® eksistensi Pengadilan Tata Usaha Negara di
Indonesia dirasakan masih belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat
pencari keadilan. Masih ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang
tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakan oleh pejabat tata usaha negara
menyebabkan masyarakat pesimis terhadap eksistensi lembaga Peradilan Tata
Lsaha Negara. Menurut Supandi. salah satu faktor penyebab tidak dipatuhi
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah karcna belum ada kaidah
hukum positif yang dapat membentuk budaya hukum Pejabat Tata Usaha
Negara untuk patuh dan taat terhadap putusan Pengadilan.” Lebih lanjut
Supandi menambahkan eksekusi vang lebih menitikberatkan pada kesadaran
Pejabat Tata Usaha Negara atau dengan peneguran berjenjang secara hierarki
(floating norm) sebagai mana diatur dalam Pasal 116 UU No. 5 Tahun 1986
ternyata tidak cukup efektif dapat memaksa Pejabat Tata Usaha Negara

melaksanakan  putusan pengadi[an,s Permasalahan  eksekusi  adalah

i

Muchsan, dalam W, Rigwan Candra ibid, hal. 201 menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha
Megara berfungsi sebagai Kontrol yuridis terhadap pemerintzhan.

Paulus Effendic Lotulung menyebutkan bahwa bila dilihat dari kedudukan organ pengawasan
maka Pengadilan Tata Usaha Negars secara tidak langsung merupakan kontrol ekstern terhadap
pemerintahan dalam hal Gmbol persenghelaan atau perkara dengan pihak pemerintab, libat ibid,
W. Riawan Tjandra, hal, 203,

* Peradilun Tata Usaha Negura secara resmi dibentuk dan dijalankan sejak tanggal 14 Januari

1991, sebagai pelaksanaan PP. No. 7 Tahun 1991 tentang Penerapan UL No. 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, LN No. 8 Tahun 1991,

Supandi, Kepatuwhan Hukwm Pejabar Dalam Menaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara o
Medan, Ringkasan Penclitian {(Disertasi) pada Universitas Sumatera Utara , Medan, 2003 hal. 2
Ibid, pendapat Supandi seteluh memperlihatkan beberapa contoh kasus “kebandelan™ pejabal
TUN terhadap putusan Hakim Peratun, pendapat ini dipaparkan dalam disernasi.




BAB IV
PENUT UP

A. Kesimpulan

|. lLatar belakang terjadinya putusan yang tidak dapat dilaksanakan secara
sempurna di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang disebabkan oleh
adanya perubahan keadaan, hal ini terjadi karena selang waktu antara
keluarnva surat keputusan  yang digugat dengan putusan pengadilan
memakan waktu yang lama. kemudian Tergugat tidak mentaati penetapan
penundaan yang dikeluarkan olch pengadilan, hingga pada saat putusan
berkekuatan hukum tetap hal yang dimintakan oleh Penggugat sudah tidak
ada lagi.

2. Upayva penyelesaian putusan yang tidak dapat dilaksanakan secara
sempurna di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang belum dilakukan
secara maksimal sebagai mana vang diamanatkan oleh Pasal 117 UU No.
5 Tahun 1986, dimana Ketua Pengadilan tidak membuat penetapan tentang
kewajiban yang dibebani kepada Tergugat, dalam perkara ini Ketua
Pengadilan  hanya menghimbau kepada Tergugat agar memberikan
kompensasi kepada Penggugat atau menempatkan Pengpugat pada jabatan

lain yang setingkal. atas permasalahan tersebut akhirnya himbauan dari

pengadilan tidak dijalankan.
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